
BUPATI SANGGAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 25 TAHUN 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2018 
TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG BAGI PELAKU USAHA 

YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN 
DI KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa berkenaan dengan wajib pajak Cabang perlu 
ditinjau kembali dan disesuaikan dengan 
perkembangan dan kebutuhan, sehingga Peraturan 
Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendaftaran 
Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha yang 
Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten 
Sanggau perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendaftaran 
UZoHK DoloV Korri DolnV.. TTcoKo
Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten 
Sanggau;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomoor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4999);

3. undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 36 Tahun 200S tentang Perubahan 
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5069);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia 
nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran 
Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha 
Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak 
dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
1466);

9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 
20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan 
Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha 
dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan 
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan
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Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak 
Nomor PER-38/PJ/2013;

10 Peraturan Gubernur Kalimatan Barat Nomor 49 Tahun 
2017 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang bagi 
Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan/Atau 
Pekerjaan di Kalimantan Barat.

11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 44 Tahun 2018 
tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku 
Usaha Yang melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di 
Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG 
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG BAGI PELAKU 
USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU 
PEKERJAAN DI KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang 
Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha



dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Sanggau, (Berita Daerah Kabupaten 
Sanggau Tahun 2018 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A, 
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c 
dikecualikan untuk pengadaan barang dan jasa yang bersifat e- 
purchasing/ e-Catalogue

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Oktober 2019

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI
Diundangkan di Sanggau
Pada tanggal 4 Oktober 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 25

Salinan sesuai dengari aslinya,
Pit. KEPALA BAGIAN|hUKUM DAN HAM,

DAMPANr. QUT KA TU,,™ 
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Penata (III/c)
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